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ABSTRAK 

 

Dalam pernikahan, yang menghalangi suatu pernikahan adalah adanya 

mahram nikah, mahram yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi baik haram 

selamanya maupun haram sementara. Haram selamanya dikarenakan adanya 

hubungan kekerabatan, susuan dan besanan. Sedangkan haram sementara yaitu 

karena ada sebab yang menghalanginya seperti perempuan yang tidak beragama 

samawi. Dari mahram-mahram tersebut terdapat penjelasan anak kandung dan anak 

tiri, sedangkat anak angkat tidak termasuk dalam pembahasan di dalamnya. Maka 

muncul pertanyaan apakah anak angkat termasuk mahram atau bukan, serta 

bagaimana hubungan anak angkat dengan ayah angkatnya. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum menikah dengan anak 

angkat dalam hukum Islam? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau kepustakaan. Sumber data 

primer penelitian ini yaitu buku Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, Fiqih 

Islam Wa Adillatuhu dan Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Sedangkan 

sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di 

antaranya: buku yang ditulis oleh Fiqh Munakahat, Fiqih Islam, Hukum Perkawinan 

Islam di Indonesia Perbaningan Fiqih dan Hukum Positif. Dalam pengumpulan data 

ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, dan dokumen yang digunakan 

tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-

penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul 

kemudian dikomparasikan dengan metode analisis komparatif. 

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Secara hukum islam jika ingin menikah dengan anak angkat harus dilihat 

terlebih dahulu hubungannya antara orang tua angkat apakah termasuk mahram 

dengan anak tersebut atau tidak, apabila termasuk mahram muabbad maka haram 

menikahinya, seperti menikahi anak angkat yang dulunya merupakan keponakan 

sendiri, menikahi anak angkat yang pernah disusui oleh istrinya. Apabila termasuk 

mahram ghoiru muabbad maka boleh menikahinya apabila sebab kemahramannya 

telah hilang, seperti menikahi anak angkat yang dulunya tidak beragama samawi 

tetapi telah menjadi muslim. Apabila tidak ada hubungan mahram maka boleh saja 

untuk menikahinya, seperti menikahi anak angkat yang tidak ada hubungan baik 

kerabat, susuan dan besanan. 

 

Kata kunci: Pernikahan, Mahram, Anak Angkat, Hukum Islam. 
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BAB I 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan atau pertalian nikah sebenaranya adalah pertalian yang seteguh-

teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.
1
 Dalam undang-undang 

No.1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa.”
2
 

Melihat prinsip  perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di 

atas sebenarnya sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan. 

Perkawinan dalam islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena 

perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. untuk melestarikan 

kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.
3
 Oleh 

karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai 

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan/ اقاغليظاميث ) untuk 

menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 Sebutan 

tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan 

                                                 
1
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm.374. 

2
Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1. 

3
Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbaningan Fiqih 

dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33. 
4
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7. 



 

 

bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat. Di sisi 

lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat 

yang kuat, karena perkawinan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan 

dalam nasab yang jelas serta menjaga keturunan hingga anak-anak yang 

dilahirkan betul-betul dapat di pertanggungjawabkan dunia akhirat. Selain itu, 

untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturrahim. Dengan 

jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki sebab rezeki terkadang berada di 

tangan saudaranya.
5
 

Hal ini sejalan dengan firman Allah: 

                               

                

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang 

berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk 

melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan 

kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.  

Seorang imam besar yaitu Imam Al-Ghazali pun mengungkapkan dalam 

ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, menurutnnya tujuan 

perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

                                                 
5
Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin S., Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi‟i (Buku 2: Muamalat, 

Munakahat, Jinayat) (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. II, 2007), hlm. 251. 



 

 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 

yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas 

dasar cinta dan kasih sayang.
6
 

Berbicara tentang pernikahan dan faedahnya tentu tidak lepas dari kata 

berpasangan, karena tanpa pasangan manusia baik laki-laki atau perempuan tidak 

akan bisa melangsungkan pernikahan atau perkawinan. 

Masalah berpasangan atau jodoh selalu menarik dibahas atau dibicarakan, 

karena masalah tersebut bukan hanya menyangkut masalah percintaan belaka, 

tetapi juga mengenai hati nurani, tabiat atau watak, sifat, dan hajat hidup manusia 

yang asasi tanpa membedakan atau memandang faktor usia, keturunan, dan status 

sosial manusia itu sendiri, terlebih lagi bila ditujukan untuk membangun rumah 

tangga. 

Allah SWT. telah menetapkan bahwa semua ciptaannya itu memiliki 

pasangannya masing-masing, baik ciptaan-Nya itu benda-benda mati, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi mahluk yang bernama manusia. Bahkan, sifat 

alam semesta pun telah memiliki pasangannya, misalnya langit-bumi, darat-

lautan, panas-dingin, gelap-terang, kaya-miskin, duka-bahagia, sakit-sehat, dan 

                                                 
6
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 24. 



 

 

lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam pembahasan ini. Hal 

ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT. dalam ayat Al-Quran berikut: 

                        

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49) 

 

Pada ayat lain, Allah SWT. berfirman: 

                                

 “Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 

yang tidak mereka ketahui.”(Q.S. Yasin: 36) 

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua yang diciptakan-Nya di alam 

semesta ini telah diberikan pasangannya terlebih lagi manusia sebagai khalifah di 

muka bumi ini. Semua itu telah diatur oleh Allah SWT. sebagai pencipta 

kemudian bergantung pada kita sendiri untuk mencari dan memilih pasangan 

hidup kita yang sesuai dengan hati nurani kita.
7
 

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, 

dan indahnya bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur 

secara khusus seperti, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut 

selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan 

terlebih dahulu harus menyeleksi dengan  siapa ia boleh menikah dan dengan 

                                                 
7
Didi Jubaedi & Maman Abdul Djaliel, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha 

Illahi (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 9, 10, 11, 12. 



 

 

siapa ia terlarang untuk menikah.
8
 Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang 

dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan 

yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal 

dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).  

Dalam hal larangan perkawinan, ada wanita-wanita yang haram untuk 

dinikahi yang telah disebutkan pengharamannya dengan jelas di dalam al-Quran 

dan as-Sunnah. Adapun penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan haramnya 

menikahi perempuan ada tiga kategori, yaitu: 

1. sebab keturunan; 

2. sebab sepersusuan; 

3. sebab pernikahan. 

Jumlah wanita yang haram dinikahi adalah empat belas golongan. Tujuh di 

antaranya dari sebab keturunan, 2 golongan dari sebab sepersusuan dan 5 

golongan dari sebab pernikahan. Semua ini disebut mahram. 

1. Dari sebab keturunan: 

a. Ibu dan jalurnya ke atas (nenek dan seterusnya); 

b. Anak perempuan dan keturunannya dan jalurnya ke bawah (cucu, dan 

seterusnya); 

c. Saudara perempuan seibu dan sebapak; 

d. Bibi (saudara perempuan dari ibu); 

e. Saudara perempuan dari bapak; 

f. Anak perempuan dari sadara laki-laki; 

                                                 
8
 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum 

Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004), hlm. 144. 



 

 

g. Anak perempuan dari saudara perempuan. 

2. Dari sebab sepersusuan: 

a. Ibu yang menyusui (ibu susuan); 

b. Saudara sesusuan (saudara susuan). 

3. Dari sebab pernikahan (musaharah): 

a. Ibu dari istri; 

b. Anak tiri bila telah terjadi dukhul dengan ibunya; 

c. Saudara perempuan dari istri, kecuali bila telah cerai; 

d. Istri dari anak-anak laki-laki sekandung; 

e. Istri dari bapak (ibu tiri).
9
 

Itulah penjelasan beberapa orang yang haram untuk dinikahi dari sudut 

pandang kaum pria, adapun jika ingin memandang secara sudut pandang kaum 

wanita hanya tinggal membalikkannya saja, misal dari sudut pandang pria 

seorang Ibu kandung itu haram dinikahi karena mahram, maka sebaliknya adalah 

sudut pandang dari kaum wanita yaitu pria itu adalah anak kandungnya yang 

haram dinikahi karena mahram. Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, 

maka penulis hanya ingin membahas dari sudut pandang kaum pria saja atau 

tidak membahas dari sudut pandang kaum wanita yang intinya juga sama saja 

dan hasil jawabanya juga sama yaitu tinggal membalikkannya saja. Namun bukan 

itu yang akan penulis bahas dalam skripsi ini tetapi bagaimana hukum menikahi 

seorang anak angkat, yaitu anak yang sudah kita anggap sebagai anak sendiri. 

                                                 
9
Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin S., Fiqih Madzhab Syafi‟i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, 

Jinayat) (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. II, 2007), hlm. 292 & 293. 

 



 

 

Dari ke 14 wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yang di antaranya 7 

sebab nasab (keturunan), kemudian 2 sebab susuan, dan 5 sebab pernikahan 

(musaharah), penulis melihat ada anak yang haram dinikahi yaitu anak kandung 

dan anak tiri tetapi tidak menemukan penjelasan tentang “haramkah” jika 

menikahi “Anak Angkat” baik Anak Angkat itu termasuk dalam kategori nasab 

atau tidak, kemudian termasuk dalam kategori susuan atau tidak, ataupun 

termasuk dalam kategori pernikahan (musaharah) atau tidak, dan mungkin anak 

angkat yang bukan dari ketiga kategori tersebut. 

Secara jelas bahwa menikahi anak angkat itu hukumnya haram atau tidak 

memang penulis belum menemukannya atau mungkin atas keterbatasan penulis 

yang kurang banyak memiliki referensi tentang penjelasan itu atau memang 

kurangnya literatur yang membahas masalah ini secara khusus. Namun dalam 

buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan beberapa 

pendapat para ulama fiqih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum 

Islam tentang Fasakh yang mungkin nantinya bisa dihubungkan dengan mahram 

atau wanita-wanita yang haram dinikahi dan anak angkat, berikut penjelasannya 

sebagai berikut: 

Menurut para ahli hukum islam di kalangan maz|hab Maliki berpendapat 

bahwa nikahul fasid ada dua bentuk, yaitu yang disepakati oleh para ahli hukum 

islam, nikah fasid model ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahinya 

baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat 



 

 

masih dalam iddah, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan tanpa 

mahar baik dukhul maupun belum dukhul. 

Di kalangan maz|hab Syafi’i nikahul fasid itu adalah akad nikah yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu 

syarat yang ditentukan oleh syara’, sedangkan nikahul bathil adalah pernikahan 

yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi 

kurang salah satu rukun syara’. 

Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara dinyatakan adanya 

lembaga nikahul fasid dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-

pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai 

dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada 

Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan 

itu dianggap tidak sah (no legal force), atau apabila suatu perkawinan dianggap 

tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila 

perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai 

akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.
10

 

Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam pasal 60 ayat 1 dan 2 pada Bab X 

tentang Pencegahan Perkawinan juga menjelaskan ketentuan Hukum Islam yang 

harus diperhatikan jika ingin melakukan pernikahan. Dan pada Bab XI  tentang 

Batalnya Perkawinan pasal 70 juga menjelaskan tentang Fasakh atau batalnya 

                                                 
10

 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 42-44. 



 

 

perkawinan yang disebabkan jika menikah dengan wanita kelima jikasudah 

mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam 

iddah talak raj’i, bekas istrinya yang telah dili’annya, wanita bekas istrinya yang 

telah dijatuhi 3 talak kecuali dia sudah pernah dinikahi laki-laki lain dan sudah 

bercerai dan telah habis maa iddahnya, dan wanita yang memiliki hubungan 

darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 

perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Th. 1974.
11

 Itulah dari beberapa 

pandangan Hukum Islam tentang Fasakh yang mungkin dapat dihubungkan 

dengan Mahram. 

Karena dari ke 14 kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi di atas 

tidak ditemukan apakah anak angkat itu termasuk di dalamnya atau tidak dan 

belum jelas juga hubungan si anak angkat dengan orang tua angkat, maka dari 

latar belakang di atas penulis ingin membahas tentang materi ini dalam skripsi 

penulis, maka penulis ingin membahas permasalahan ini dalam pandangan 

hukum islam dari pandangan Hukum Islam, dan penulis mengangkat skripsi ini 

dengan judul “Menikah dengan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum 

Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan 

dari penelitian ini, maka penulis menentukan rumusan permasalahannya 

sebagaimana berikut: Bagaimana hukum menikah dengan anak angkat menurut 

hukum islam dalam pandangan Hukum Islam? 
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 Kompilasi Hukum Islam, Bab X dan Bab XI, pasal 60 dan 70. 



 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum islam 

khususnya dalam pandangan hukum islam memandang pernikahan antara 

orang tua dengan anak angkatnya. 

2. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan 

praktis. 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama 

dalam hukum islam, yang terkait masail al-fiqh, khususnya dalam 

masalah apakah anak angkat termasuk dalam kategori wanita-wanita yang 

haram dinikahi atau tidak, karena sejauh ini penulis belum menemukan 

adanya penjelasan secara jelas tentang masalah itu. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

Selain itu semoga penelitian ini dapat memberi jawaban atas 

permasalahan yang penulis teliti ini. Selanjutnya diharapkan penelitian ini 

bisa membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang 

membutuhkan pengetahuan terkait masalah pernikahan antara anak  

angkat dengan orang tua angkat. 

D. Telaah Pustaka 

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka 

uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. 



 

 

Penelitian tentang hukum menikah atau mengawini anak angkat belum banyak 

dilakukan namun ada beberapa penelitian atau karya ilmiah tentang perkawinan 

dan tentang anak angkat, adapun yang penulis temukan adalah: 

Pertama adalah Skripsi karya Azza Nur Laila, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-

Syahsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007 yang 

berjudul “Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kudus)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang 

praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kudus yang disebabkan oleh faktor ijbar atau perjodohan yang 

biasanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan. Dan alasan lain yaitu 

agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain karena mereka takut apabila kawin 

dengan orang lain ( tidak satu nasab ) harta mereka akan hilang sia-sia. Menurut 

hukum Islam perkawinan antar anggota keluarga bukan larangan dalam 

perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah 

perkawinan dengan mahramnya seperti yang sudah dijelaskan di LBM di atas.
12

 

Perbedaan antara skripsi milik Azza Nur Laila di atas dengan skripsi penulis 

yaitu jika dalam skripsi milik Azza Nur Laila menjelaskan tentang pernikahan 

antara anggota keluarga yang tidak mendasar pada hukum islam dengan alasan 

hanya tidak ingin harta jatuh ke orang lain selain keluarganya, namun biasanya 

pernikahan semacam ini hanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan, 

namun penulis menjelaskan hukum pernikahan antara anak angkat dengan orang 

tua angkat yang berdasar pada hukum islam.. 
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Kedua adalah Skripsi karya Evy Khristiana, mahasiswi Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES (Universitas Negeri Semarang) 

tahun 2005 yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

(Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan 

di Pengadilan Negeri Kudus)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kedudukan 

anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta warisan bagi 

anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian kasus pengangkatan 

anak dan pembagian harta warisan dengan penelitian kasus tersebut yang ada di 

Pengadilan Negeri Kudus.
13

 Perbedaan antara skripsi Evy Khristiana dengan 

skripsi penulis yaitu dalam skripsi milik Evy Khristiana menjelaskan tentang 

kedudukan anak angkat dan hukum pembagian waris, bahwa anak angkat itu 

berhak mendapat bagian atas harta waris milik orang tua angkat, namun dalam 

skripsi penulis bukan menjelaskan tentang pengesahan anak angkat ke orang tua 

angkat dan juga bukan hal hak waris bagi si anak angkat terhadap orang tua 

angkat, tapi penulis menjelaskan bagaimana hukum islam memandang jika 

terjadi pernikahan antara orang tua angkat dan anak angkat apakah haram atau 

tidak. 

Ketiga adalah Tesis karya Happy Budyana Sari, mahasiswi Program Pasca 

Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP (Universitas Diponegoro 

Semarang) tahun 2009 yang berjudul “Konsep Pengangkatan Anak Dalam 

Perspektif Hukum Islam”. Dalam tesis ini dijelaskan yang intinya berdasarkan 

konsep Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si 

                                                 
13

 http://lib.unnes.ac.id, akses tanggal 2 juni 2016, pukul 09.25 wib. 

http://lib.unnes.ac.id/


 

 

anak dengan orang tua kandungnya, dan menurut hukum islam menggariskan 

bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas 

sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan 

sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.
14

 Perbedaan antara tesis ini 

dengan skripsi penulis yaitu dalam tesis milik Happy Budyana Sari hanya 

menjelaskan tentang konsep pengangkatan anak dan status atau kedudukan anak 

angkat dalam keluarga yang mengangkatnya perspektif Hukum Islam, namun 

dalam skripsi penulis lebih khusus pada penjelasan bagaimana hukumnya dalam 

pandangan islam tentang menikah antara anak angkat dengan orang tua angkat. 

Keempat yaitu dalam Skripsi karya Eka Fitriana P., mahasiswi STAIN 

Purwokerto Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Jurusan Syari’ah, yang sekarang 

sudah diganti menjadi IAIN Purwokerto Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan 

Ilmu-ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah. Skripsi Eka Fitriana P. berjudul “Status 

Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah (Perbandingan antara Hukum 

Islam dengan Hukum Perdata Islam)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang 

bagaimana hukum islam dan hukum perdata islam mengatur atau memandangnya 

tentang bagaimana hak waris dan bagaimana status nasab bagi anak yang lahir 

dari hasil perkawinan yang ternyata kedua orang tuanya memiliki hubungan 

nasab atau masih sedarah atau muhrim.
15

 Perbedaan dari skripsi karya Eka 

Fitriana P. dengan skripsi penulis yaitu kalau skripsi Eka Fitriana P. menjelaskan 

status nasab dan hak waris bagi anak hasil perkawinan sedarah atau muhrim 

dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata islam, namun skripsi penulis 
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lebih fokus ke bagaimana hukum islam mengaturnya tentang menikahi anak 

angkat yang sudah dianggap sebagai anak sendiri yang mungkin anak angkat itu 

termasuk muhrim atau bukan muhrim. 

Kemudian yang kelima atau yang terakhir dalam buku karya Andi Syamsu 

Alam & M. Fauzan yang berjudul “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif 

Islam”. Dalam buku ini dijabarkan tentang hukum-hukum secara tegas dan jelas 

tentang kasus pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Beliau berharap 

bukunya bisa bermanfaat dan menuntun masyarakat yang sudah atau belum 

melakukan pengangkatan anak yang sudah menjadi fenomena di masyarakat 

umum, dan khususnya masyarakat islam. Perbedaan antara buku ini dengan 

skripsi penulis yaitu jika buku ini menjelaskan hukum pengangkatan anak dan 

akibat hukumnya dalam perspektif hukum islam, namun dalam skripsi penulis 

bukan hanya menjelaskan tentang hukum islam tentang pengangkatan anak tetapi 

lebih khususnya adalah pembahasan bagaimana hukumnya secara islam tentang 

pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dalam  mencari data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya.
16

 Metode penelitian dalam skripsi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 
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 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21 - 22. 



 

 

Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara 

mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan 

yang berkaitan dengan bahasan tentang pernikahan antara anak angkat dengan 

orang tua angkat dalam pandangan Hukum Islam. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang 

hukum menikahi anak angkat dalam pandangan Hukum Islam. Selanjutnya 

data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

3. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan  yuridis normatif, yang  mengkaji  masalah  pernikahan  antara 

 anak angkat dengan orang tua angkat dalam pandangan Hukum Islam. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
17

 Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku 

yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu, buku yang ditulis oleh Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh 

M. Ali As-Syais yang berjudul Perbandingan Mazhab dalam Masalah 

Fiqih, buku yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam & M. Fauzan yang 
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 Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

(Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 9. 



 

 

berjudul Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
18

 Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis 

oleh Abd. Rahman Ghazaly yang berjudul  Fiqh Munakahat, buku yang 

ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang berjudul Fiqih Islam, buku yang ditulis 

oleh Wasman & Wardah Nuroniyah yang berjudul Hukum Perkawinan 

Islam di Indonesia Perbaningan Fiqih dan Hukum Positif, buku yang 

ditulis oleh Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Perdata Islam di 

Indonesia, dan buku-buku lainnya yang menyangkut pembahasan dan 

mendukung dalam penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik 

pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.
19

 Adapun cara 

mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu 

seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki 
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relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.
20

 

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan 

pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam pandangan 

Hukum Islam. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini  penulis akan menganalisis data dengan 

menggunakan metode analisis komparatif yaitu cara pembahasan dengan 

mengadakan analisa perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian 

diambil suatu pengertian atau kesimpulan yang memiliki faktor-faktor yang 

ada hubungannya dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara satu 

faktor dengan faktor yang lain.
21

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara 

sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut. 

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang 

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah 

pustaka, Metode penelitian, dan  Sistematika pembahasan sehingga penulisan 

karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas. 

Bab kedua menguraikan telaah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. 

Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian nikah atau perkawinan, hikmah dan 

tujuan perkawinan, macam-macam wanita yang haram dinikahi. 
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Pada bab ketiga yaitu pembahasaan tentang tinjauan umum tentang 

pengangkatan anak. Bahasan bab ini meliputi pengertian anak angkat, sejarah 

anak angkat, pengangkatan anak dalam Islam, dan akibat hukum anak angkat 

menurut hukum Islam. 

Selanjutnya pada bab keempat adalah lanjutan dari bab sebelumnya yaitu 

analisis tentang pernikahan antara orang tua dengan anak angkat menurut hukum 

islam khususnya dalam pandangan Hukum Islam. 

Sedangkan bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya diuraikan 

kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. 

Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran. 

 

  



 

 

BAB V 

BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai bab pertama sampai dengan 

bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Anak angkat 

adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri 

sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang 

dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada 

antara orangtua dengan anak kandung sendiri. Pengangkatan anak tidak 

menjadikan keharaman atau mahram antara orangtua dan anak angkatnya apabila 

anak tersebut bukan berasal dari keluarganya, dan tidak ada penghalang 

sementara sebagai mahram, sehingga hukumnya sah apabila menikahi anak 

angkat tersebut. Tetapi apabila berasal dari keluarganya yang itu termasuk 

mahram maka baik dijadikan anak angkat atau tidak hukumnya sama saja yaitu 

haram untuk menikahinya.  

Kemudian dalam menentukan status hukum menikah dengan anak angkat 

maka yang harus dilihat adalah dari sisi keharamannya, apakah anak tersebut 

termasuk dalam mahram muabbad, mahram ghoiru muabbad, atau tidak ada 

hubungan sama sekali dengan orang tua angkatnya. Sehingga status hukum 

ketika menikahi anak angkat menjadi jelas antara yang haram dan yang boleh. 

B. Saran Saran 

1. Kepada seluruh umat muslim, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran 

Islam untuk dijadikan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. 



 

 

2. Kepada umat muslim hendaknya untuk tidak hanya mengikuti perasaan cinta 

saja atau bila akan menikah hendaklah lebih mengutamakan dari sisi agama. 

3. Bagi para pemuda dan pemudi yang akan menikah hendaklah menikah 

dengan pasangan yang benar-benar diperbolehkan dalam agama Islam. 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis 

mengucapkan alhamdulillahirabbil „alamin, penulis bisa menyelesaikan skripsi 

ini, walaupun penulis merasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan karena sifat manusia tidak terlepas 

dari kekurangan dan kemampuan penulis yang terbatas. Maka hendaklah 

dimaklumi adanya. Maka dari itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari 

pembaca dan akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah 

membantu karena tanpa bantuannya mustahil skripsi ini dapat diselesaikan, dan 

semoga amalnya menjadi amal soleh. Selebihnya penulis hanya memohon 

kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri 

dan umumnya bagi pembaca. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih. 
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